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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kekosongan 

Jabatan Direktur Keuangan Kebun Binatang Surabaya dalam Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 17 tahun 2014”. Adapun pertanyaan yang hendak dijawab dalam 
rumusan masalah yaitu: Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Kekosongan Jabatan 

Direktur Keuangan Kebun Binatang Surabaya dalam Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 17 Tahun 2014? Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Terhadap Kekosongan Jabatan Direktur Keuangan Kebun Binatang Surabaya?  

Skripsi ini adalah hasil penelitian Normatif dengan menggunakan meliputi 

norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, 

perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Data penelitian dihimpun melalui 

pembacaan dan kajian teks (text reading) dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif 

dalam bentuk deskriptif analitis.  

Hasil penelitian ini Pertama. Kekosongan Jabatan Direktur Keuangan telah 

melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya 

No. 17 Tahun 2014. Hal ini merupakan penyimpangan jika ditinjau baik secara 

yuridis maupun prinsip good corcporate governance. Kepala Daerah Kota Surabaya 

harus secepatnya mengangkat Direktur Keuangan yang baru. DPRD juga 

mempunyai peran penting dalam menyelesaikan krisis ini, salah satu fungsi DPRD 

adalah pengawasan pelaksanaan Peraturan daerah, sesuai prinsip checks and 

balances. Kedua, Dalam fiqh siyasah dusturiyah, setiap organ Negara baik 

imamah/khalifah maupun ahlul halli wal aqdi dalam mejalankan tugas dan fungsinya 

wajib tunduk pada qanun. Dalam kasus ini tindakan pembiaran Walikota dan DPRD 

Kota Surabaya terhadap kekosongan jabatan Direktur Keuangan PD Taman Satwa 

Kota Surabaya adalah bertentangan dengan perintah qanun Peraturan Daerah No. 17 

Tahun 2014. Hal ini bertentangan dengan konsep fiqh siyasah dusturiyah.  

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas tertinggi dalam 

wilayah hukum kebun binatang surabaya yakni Walikota Surabaya harus secepatnya 

mengangkat Direktur Keuangan yang baru, sesuai dengan amanat Perda Kota 

Surabaya No. 17 Tahun 2014, serta peran DPRD Kota Surabaya Lebih 

mengoptimalkan fungsi controlling dan checks and balances dalam rangka 

mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Transformasi tata kelola pemerintahan saat ini semakin mengarah 

pada penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis tata kelola yang baik (the 

principle of good administration). Dengan demikian pemerintahan yang baik 

dipandang akan mampu berorientasi efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas 

kinerja dengan guna menghasilkan outcome yang berkualitas tinggi, mampu 

memberdayakan dan memenuhi keinginan masyarakat, partisipatif dan 

mampu melihat serta mengantisipasi kejadian-kejadian di masa depan.1 

Lingkungan pemerintahan di kota Surabaya khususnya di Kebun 

Binatang Surabaya, belum sepenuhnya menjalankan penyelenggaraan 

pemerintahan yang berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara 

seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Kebun Binatang Surabaya mengalami kekosongan jabatan, Sejak 

tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 November 2018. Perusahaan Daerah 

Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya kembali membuka 

rekrutmen untuk posisi jabatan Direktur Operasional (DO) dan Direktur 

Keuangan (DK) PDTS KBS yang dimana jabatan itu sejak tahun 2017 

 
1Arifin P. Soeriaatmadja, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum. Teori Praktik, dan Kritik, 

(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 12. 
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kosong.2 Sebelumnya, pada pertengahan Februari 2017 PDTS KBS telah 

melaksanakan proses rekrutmen DO dan DK dari beberapa pelamar dan 

tersaring 10 calon DO dan 10 calon DK untuk mengikuti assessment di Dinas  

Psikologi TNI AL yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari – 1 Maret 

2017.3 

Dan selanjutnya terpilih 5 calon DO dan 5 calon DK untuk mengikuti 

proses seleksi selanjutnya (fit & proper test) yang dilaksanakan pada tanggal 

29 Mei 2017 oleh tim yang terdiri Badan Pengawas (Bawas) PDTS yaitu 

Heri Purwanto, Sila Basuki, Budi Prasetyo dan di tambah ahli Prof Iwan, 

Joko Mursinto, Sudjatmoko dan Letkol Anom dari Dinas Psikologi TNI AL 

yang mana hasil tersebut sampai dengan dibukanya kembali rekrutmen DO 

dan DK PDTS KBS, tidak diketahui dan tidak ada informasi yang 

disampaikan kepada para kandidat DO dan DK keterangan tidak lulus karena 

belum memenuhi kriteria, Sementara hasil rekrutmen DO dan DK PDTS 

KBS yang dilaksanakan pada tahun 2017 tidak ada kejelasan.4 

Sementara di dalam pasal 23 ayat (6) Perda Kota Surabaya No 17 

Tahun 2014 menyebutkan bahwa Kepala Daerah dalam waktu paling lama 

120 (seratus dua puluh) hari setelah menunjuk Direksi atau pejabat 

 
2Fajar Nusantara, “Proses Rekrutmen Direktur Operasional (DO) dan Direktur Keuangan (DK) PD 

Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Perlu Di Pertanyakan”, dalam 

http://fajarnusantaranews.com/proses-rekrutmen-direktur-operasional-do-dan-direktur-keuangan-dk-

pd-taman-satwa-kebun-binatang-surabaya-perlu-di-pertanyakan/, diakses pada 11 Juli 2019  
3Ibid. 
4Ibid. 

http://fajarnusantaranews.com/proses-rekrutmen-direktur-operasional-do-dan-direktur-keuangan-dk-pd-taman-satwa-kebun-binatang-surabaya-perlu-di-pertanyakan/
http://fajarnusantaranews.com/proses-rekrutmen-direktur-operasional-do-dan-direktur-keuangan-dk-pd-taman-satwa-kebun-binatang-surabaya-perlu-di-pertanyakan/
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), wajib 

mengangkat dan menetapkan anggota Direksi yang baru secara definitif.5 

Akan tetapi pada kenyataannya Kepala Daerah belum mengangkat dan 

menetapkan anggota Direksi yang baru secara definitif sampai saat ini. 

Sedangkan perintah pasal 23 ayat (6) Perda Kota Surabaya No. 17 Tahun 

2014 adalah wajib. 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat 

penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena 

itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi 

kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian 

daerah. 

Islam dengan kitab suci Al-Qur’an dan melalui Rasulullah SAW telah 

hadir secara gagasan besar mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, 

perlindungan hak asasi manusia, serta kesederajatan setiap muslim untuk 

bekerja dan berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rezeki sesuai 

dengan ketentuan syariat agama serta pemerintah mengajarkan amal saleh 

yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Masalah perundang-undangan serta mengenai kekuasaan pemerintah 

daerah di dalam islam menjadi pembahasan dalam fiqh siyasah, khususnya di 

 
5Pasal 23 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

4 
 
 

bidang siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan siyasah yang 

berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan 

batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan 

yang lazim bagi pelaksanaan umat dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi 

individu maupun masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.6 

Sumber fiqh siyasah dusturiyah yaitu dari al-Qur’an, hadits nabi, 

kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik 

tertulis maupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan 

dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi 

kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya. Sehingga dengan 

memahami fiqh siyasah dusturiyah diharapkan mampu membawa 

kemaslahatan umat dengan menunjukan ke jalan yang menyelamatkan baik 

dunia maupun akhirat.7 

Pemimpin dan kepemimpinan dalam islam punya rujukan naqliyah, 

artinya ada isyarat-isyarat al-Qur’an yang memperkuat akan perlu dan 

pentingnya kepemimpinan dalam sistem sosial.8Di dalam al-Qur’an 

penjelasan mengenai ulil amri disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang 

berbunyi : 

 
6Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 27  
7A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,(Jakarta: 

Prenada Media Grup, 2007), 73  
8 Said Agil Husaid Al-Munawar, Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki. (Ciputat: PT. 

Ciputat Press 2005), hlm 203. 
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يعوُاِِآمَنوُاِِالَّذ ينَِِِأيَُّهَاِيَا َِِِأطَ  يعوُاِاللَّّ سوُلَِِِوَأطَ  رِ ِِوَأوُل يِِالرَّ مَأ نأكمُأِِِالْأ ِفَإ نأِِِِۖم 

تمُأِ ءِ ِف يِِتنََازَعأ سوُلِ ِاللَّّ ِِِإ لىَِِفرَُدُّوهُِِِشيَأ نوُنَِِِكنُأتمُأِِِإ نأِِِوَالرَّ م  مِ ِب اللَّّ ِِِتؤُأ رِ ِِوَالأيوَأ خ  ِِِۚالْأ
سنَُِِِخَيأرِ ِِل كَِذَِ  يلًِِِوَأحَأ تَأأو   

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul 

(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”. (QS. An-Nisa’ : 59) 

Hadits Nabi berikut ini sebagai salah satu bukti urgensi 

kepemimpinan dalam pandangan Islam. Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam 

bersabda : 

ِِأحََدهَمُ رُوا ِِفلَأيؤَُم    إ ِذاَِِكَانَِِِثَلثََة ِِِف يِسَفرَِ 

Artinya : “Jika ada tiga orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat 
salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.”(HR Abu Dawud dari 

Abu Hurairah) 

Islam memandang kepemimpinan sebagai hal yang sangat penting, 

seperti hadits di atas mengisyaratkan tidak dibolehkan seseorang hidup tanpa 

pemimpin meskipun dalam jumlah kecil, hanya tiga orang saja. Maka, suatu 

keharusan ada satu orang yang diangkat sebagai pemimpin dalam komunitas 

tersebut. Termasuk dalam hal ini institusi BUMD kota Surabaya, yakni 

Kebun Binatang Surabaya. Tujuan konsep kepemimpinan dalam Islam sejak 

awal adalah mencegah keadaan vacum of power, sejalan dengan hal ini, 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga mengatakan : 
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ذلكِِتبينِِوالتجربةِِسلطان،ِبلِِواحدةِِليلةِِمنِِأصلحِِجائرِِإمامِِمنِِسنةِِستون  

“Enampuluh tahun waktu berjalan dengan kepemimpinan penguasa yang 

jahat, maka itu lebih baik daripada satu malam tanpa adanya penguasa.” 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian 

dalam skripsi. untuk penulis membuat judul penelitian “Tinjauan Fiqh 

Siyasah Dusturiyah Terkait Kekosongan Jabatan Direktur Keuangan K ebun 

Binatang Surabaya Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 

2014 Tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya” 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah, antara lain : 

a. Adanya Peraturan Daerah yang dilanggar oleh Kepala Daerah. 

b. Dampak apabila Kekosongan Jabatan tidak dengan segera teratasi. 

c. Hasil rekrutmen Direktur Operasional dan Direktur Keuangan Kebun 

Binatang Surabaya yang dilaksanakan pada tahun 2017 tidak ada 

kejelasan.  

d. Studi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 
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e. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terkait Kekosongan Jabatan 

Direktur Keuangan Kebun Binatang Surabaya dalam konteks 

imamah. 

2. Batasan Masalah 

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, maka penulis 

membatasi masalah pada Kekosongan Jabatan Direktur Keuangan Kebun 

Binatang Surabaya dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 

Tahun 2014 dan Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah. 

C. Rumusan Masalah 

Dalam skripsi ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah 

dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana Analisis Kekosongan Jabatan Direktur Keuangan Kebun 

Binatang Surabaya dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 

Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang 

Surabaya? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terkait Kekosongan 

Jabatan Direktur Keuangan Kebun Binatang Surabaya? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah 

pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas 
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masalah yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari 

kajian atau penelitian tersebut.9 

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal 

permasalahan mengenai Pemilihan Calon Tunggal. Hal ini dilakukan agar 

menghindari asumsi adanya plagiasi, penelitian yang terkait antara lain : 

1. “Dampak Kekosongan Kepala Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa : 

Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

Tahun 2015”. Skripsi ini ditulis oleh Rulik Anis Tiawati dari Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai kekosongan Kepala Desa di 

Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan kinerja 

perangkat desa dengan kekosongan Kepala Desa. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

secara observasi, wawancara dan dokumentasi.10 Hal yang membedakan 

dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah kekosongan jabatan 

seorang Direktur Keuangan di BUMD Kota Surabaya yaitu Kebun 

Binatang Surabaya. 

 
9 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. (Surabaya: 

UIN Sunan Ampel Press 2014), 8. 
10 Rulik Anis Tiawati, “Dampak Kekosongan Kepala Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa : Studi 

Kasus di Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.” (Skripsi—Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo). 
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2. “Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah yang Berasal dari 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008”. Skripsi ini ditulis oleh I Made Subawa dari 

Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam skripsi ini menjelaskan 

mengenai kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di beberapa daerah di 

Indonesia yang seringkali terkesan dibiarkan berlarut-larut pengisiannya 

oleh pemegang kewenangan yaitu Kepala Daerah bersama dengan DPRD. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu 

ditekankan pada pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan 

yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.11 Hal 

yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah 

kekosongan jabatan seorang Direktur Keuangan di BUMD Kota Surabaya 

yaitu Kebun Binatang Surabaya. 

3. “Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah oleh Wakil Kepala 

Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. Skripsi in ditulis 

oleh Shinta Dwi Kusniawati dari Fakultas Hukum dan Syariah 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam skripsi ini menjelaskan 

 
11 I Made Subawa, “Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah yang Berasal dari Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008”. (Skripsi—

Universitas Udayana). 
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mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah oleh 

Wakil Kepala Daerah dapat langsung digantikan oleh Wakil Kepala 

Daerah setelah adanya bukti yang sah. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian yuridis yang bersifat normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan dikaitkan dengan studi kasus.12 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari dilakukannya penelitian 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis Kekosongan Jabatan Direktur Keuangan Kebun 

Binatang Surabaya dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang 

Surabaya. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terkait Kekosongan 

Jabatan Direktur Keuangan Kebun Binatang Surabaya. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

 
12 Shinta Dwi Kusniawati, “Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah”. (Skripsi—

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) 
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Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah ilmu 

hukum tata negara untuk membangun intelektual ilmiah bagi penelitian 

bersifat normatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan 

konsep ilmiah khususnya tentang Kekosongan Jabatan Direktur 

Keuangan Kebun Binatang Surabaya dalam Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Taman 

Satwa Kebun Binatang Surabaya ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini nanti dapat 

bermanfaat bagi kemasyarakatan, bahan pertimbangan dan menetapkan 

peraturan bagi lembaga-lembaga negara, dalam hubungannya dengan 

ruang lingkup studi keilmuan yaitu perspektif hukum dan yang 

mempunyai interelasi dalam dinamika ilmu hukum secara umum. 

G. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari 

terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka 

penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. 

Adapun penelitian mengenai Timjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Terkait Kekosongan Jabatan Direktur Keuangan Kebun Binatang Surabaya 

dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
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Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya adalah sebagai 

berikut : 

1. Kekosongan Jabatan adalah keadaan dimana tidak adanya pejabat yang 

meuangi pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi  

2. Direktur Keuangan merupakan pimpinan yang menjalankan proses 

pemantauan dan pengambilan keputusan mengenai perihal yang 

berhubungan dengan keuangan di perusahaan. 

3. Kebun Binatang Surabaya adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota 

Surabaya yang bergerak dalam bidang konservasi. 

4. Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah ilmu atau pemahaman mendalam tentang 

syariat-syariat hukum yang berhubungan dengan permasalahan 

ketatanegaraan yang dikaitkan dari segi aspek hukum islam agar 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 

mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.13 

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 merupakan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan, 

Kepengurusan, Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, dan Pengawasan 

Kebun Binatang Surabaya. 

H. Metode Penelitian 

 
13 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, Edisi Pertama, (Jakarta : 

Prenada Media Group, 2016),4.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

13 
 
 

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan 

penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan 

menganalisa suatu yang telah diteliti sampai menyusun laporan.14 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum 

normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang 

berkaitan dengan kebenaran norma dalam pendeskripsian hukum, 

pembentukan hukum, dan penegakan hukum dengan menggunakan 

pendekatan peraturan perundang-undangan. Kegiatan metode ini berupa 

memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi dan menilai 

norma hukum positif.15 Memaparkan berarti menguraikan asas-asas hukum 

yang relevan untuk dijadikan norma hukum, menganalisis berarti memberi 

bimbingan atau pegangan teoritikal terhadap penegakan norma, 

mensistematisasi berarti mengembangkan norma hukum ke dalam beberapa 

cabang hukum yang ada dalam suatu sistem hukum, menginterpretasi adalah 

tindakan untuk memberi sifat tafsir terhadap norma yang sedang berlaku, 

apakah dalam penerapannya telah sesuai dengan arti, makna dan tujuan 

dirumuskannya norma tersebut, menilai berarti mencocokkan apakah norma 

yang berlaku itu tidak bertentangan dengan cita hukum sebagai dasar dari 

 
14Chalid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Bumi Aksara , 1997), 1. 
15 Ibid, 3. 
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semua dasar hukum. Dalam metode penelitian normatif memuat bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder.16 

Adapun fokus dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian normatif. Objek 

penelitian hukum normatif meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas 

hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, 

serta yurisprudensi.17 

 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan topik permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian,18 penulis menggunakan objek legislasi dan regulasi 

yang mengkaji tentang Kekosongan Jabatan Direktur Keuangan Kebun 

Binatang Surabaya, dalam hal ini yang penulis gunakan adalah Pasal 23 

ayat (6) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. 

3. Bahan Hukum 

 
16 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: Prenada MediaGroup, 

2016), 8-13. 
17 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004), 199. 
18 Ibid, 198 
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Yaitu subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, untuk 

memecahkan isu hukum mengenai apa yang sedang diteliti diperlukan 

sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan 

menjadi dua yakni berupa bahan hukum primer dan sekunder.19 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

otoritas dan kekuatan hukum yang tetap. Bahan-bahan hukum primer 

terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 

1945. 

2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

3) Undang-Undang 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 

4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 Tentang 

Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku 

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, diantaranya:  

1) A. Djazuli, Fiqh Siyasah, 2007. Implementasi Kemaslahatan 

Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah, Edisi Revisi, Jakarta: 

Prenada Media Grup. 

 
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 181. 
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2) Imam Amrusi Jailani, 2013. Hukum Tata Negara Islam, Surabaya: 

IAIN SA Press. 

3) Jeje Abdul Rojak, 2014. Hukum Tata Negara Islam, Surabaya: 

UIN Sunan Ampel Press. 

4) Siswanto Sunarto, 2006. Hukum Pemerintahan Daerah Di 

Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Merupakan persoalan yang berkaitan dengan teknik-teknik 

pengumpulan bahan hukum. Keputusan alat pengumpul bahan hukum 

mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan 

diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 

maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau 

dokumentasi untuk alat pengumpul bahan hukumnya. Studi dokumen 

merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen 

bagi penelitian hukum meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode dokumentasi 

adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal dan sebagainya.20 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 
20 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif…, 16. 
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Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini penulis 

menggunakan deskriptif analisis yang selanjutnya dianalisis dengan pola 

pikir deduktif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan 

dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif 

kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis bahan 

hukum menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan secara 

umum Fiqh Siyasah Dusturiyah dan untuk selanjutnya dipakai untuk 

meninjau Kekosongan Jabatan Direktur Keuangan Kebun Binatang 

Surabaya untuk diketahui kesimpulannya.21 

I. Sistematika Pembahasan 

Agar penulisan penelitian ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan 

maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari : 

Bab I, merupakan bab pendahuluan dari penelitian ini, yang berisi 

pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, Landasan teori yang berisi tentang pembahasan tentang 

Tinjauan umum Fiqh Siyasah Dusturiyah mengenai Kekosongan Jabatan 

 
21 Chalid Nurboko, Metodologi Penelitian…, 23. 
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Bab III, merupakan data penelitian yang menyajikan pembahasan 

mengenaiKekosongan JabatanDirektur Keuangan Kebun Binatang Surabaya 

menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 

Bab IV, merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan 

Kekosongan Jabatan Direktur Keuangan Kebun Binatang Surabaya menurut 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 ditinjau dari Fiqh 

Siyasah Dusturiyah. 

Bab V, merupakan penutup pada bab terakhir ini akan menyajikan 

kesimpulan dan saran 
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BAB II 

TINJAUAN iUMUM  MENGENAI PEMIMPIN JABATAN DALAM FIQH 

SIYA>SAH> DUSTU>RI>YAH 

A. Tinjauan Umum  Fiqh Siya>sah 

1. Pengertian iFiqh  Siya>sah 

Kata ifiqh isecara ileksikal iberarti itahu, ipaham, idan 

mengerti.iSecara ietimologis i(bahasa) ifiqh adalah iketerangan tentang 

pengertian iatau ipaham idari imaksud ucapan ipembicara, atauipemahaman 

imendalam iterhadap imaksud perkataan idan perbuatan.22 Sedangkan 

isecara iterminologis i(istilah), menurut ulama-ulama syara’ i(hukum 

iIslam), ifiqh iadalah pengetahuan tentang hukum-hukum iyang isesuai 

idengan isyara’ mengenai iamal perbuatan iyang diperoleh idari idalil-

dalilnya iyang tafshi>l, yakni idalil-dalil iatau hukum-hukum ikhusus iyang 

diambil idari dasar-dasarnya, iAl-Qur’an dan iSunnah. Atau secara 

sederhana bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam. 

Kata siyasah menurut etimologis merupakan ibentuk masdar dari 

sa>sa, yasu>su yang artinya imengatur, imengurus, mengemudikan, memimpin, 

idan imemerintah.iKata siya>sah idilihat dari imakna terminologi terdapat 

iperbedaan ipendapat idi ikalangan ahli ihukum Islam. iIbnu Manzhur 

imengartikan siya>sahiberarti mengatur isesuatu dengan cara imembawa 

 
22 iJ. iSuyuthi iPulungan, iFiqh iSiyasah i(Jakarta: iPT iRaja Grafindo iPersada, i1997), i21-22. 
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ikepada ikemaslahatan. Abdul iWahhab Khalaf mendefinisikan 

siya>sahisebagaiiundang-undang iyang idibuat untuk memelihara ketertiban 

dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sementara itu Abdurrahman 

mengartikan siya>sah sebagai hukum idan peradilan, lembaga pelaksanaan 

iadministrasi dan hubungan idengan negara lain.23 

Dengan idemikian idapat idisimpulkan ibahwa ipengeritan fiqh 

siya>sah adalah isuatu ikonsep iyang iberguna iuntuk imengatur hukum 

ketatanegaraan idalam ibangsa idan inegara iyang ibertujuan untuk 

mencapai ikemaslahatan idan imencegah ikemudharatan. iFiqh siya>sah 

dalam iarti ipopuler iadalah iilmu itata inegara, idalam iilmu agama Islam 

idikategorikan ike idalam ipranata isosial iIslam.24  

2. Ruang iLingkup iFiqh  Siya>sah 

Para iulama iberbeda ipendapat idalam imenentukan iruang lingkup 

ifiqh siya>sah. iPerbedaan iitu isetidaknya idapat idilihat idari jumlah 

ipembagian imasing-masing iulama. iNamun iperbedaan demikian ibukanlah 

isuatu ihal iyang iprinsipil. iMisalnya iAbdul Wahhab iKhalaf imembagi 

ifiqh siya>sah dalam itiga ibidang ikajian yakni, siya>sah iqad}a>i>yah, 

siya>sahidauli>yah &isiya>sah ima>li>yah. 

Imam ial-Mawardi idalam ikitabnya iyang iberjudulial-Ah}ka>m ial-

Sultha>ni>yah, imembagai iruang ilingkup ifiqh siya>sah menjadi lima bagian 

 
23 Imam  Amrusi    Jailani,   Hukum    Tata   Negara   Islam   (Surabaya:   IAIN   Press,  2011), 7. 
24 J. Suyuthi   Pulungan,   Fiqh   Siyasah.., 26. 
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iyaitu,25 siya>sah idustu>ri>yah, isiya>sah ima>li>yah, isiya>sah qad{a>i>yah, siya>sah 

ih}arbi>yah idan isiya>sah iida>ri>yah. 

T. iM. iHasbi imembagi iruang ilingkup ifiqh siya>sahimenjadi delapan 

ibidang, iyaitu: siya>sah idustu>ri>yah iyaitu kebijakanitentang peraturan 

iperundang-undangan; siya>sah tashri>’i>yah iyaitu ikebijakan tentang 

ipenetapan hukum; siya>sah ma>li>yahiyaitu kebijakan ekonomi dan moneter; 

siya>sah iqad}a>i>yah iyaitu ikebijakan peradilan; siya>sah 

ida>ri>yahiyaituikebijakan administrasiinegara; siya>sah idauli>yah yaitu 

kebijakan luar negeri dan hubungan internasional; siya>sah 

tanfi>z}i>yahiyaituipolitik pelaksanaan iUndang- undang; dan siya>sah h}arbi>yah  

yaitu ipolitik ipeperangan. 

Dari ibeberapa ipembagian iruang ilingkup ifiqh isiya>sah idi atas 

dapat idikelompokkan imenjadi itiga ibagian ipokok, iyakni:26 

a. Siya>sah dustu>ri>yah, idisebut ijuga ipolitik iperundang-undangan. Bagian 

ini imeliputi ipengkajian itentang ipenetapan hukum iatau tashri>’i>yah 

oleh lembaga ilegislatif, iperadilan atau iqad}a>i>yah ioleh lembaga 

yudikatif, idan administrasi pemerintahan iatau iida>ri>yah oleh birokrasi 

atau ieksekutif; 

b. Siya>sah idauli>yah/ siya>sah ikha>riji>yah, idisebut ijuga ipolitik luar negeri. 

iBagian iini imencakup ihubungan ikeperdataan antara warga negara 

 
25 Muhammad  iIqbal, i   Fiqh i   Siyasah   i(Jakarta:   iGaya i   Media      iPratama,   i 2007), i  13. 
26 Imam iAmrusi iJailani, et al., Hukum..., 15-16. 
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iyang imuslim idengan iyang ibukan muslim iyang bukan warga inegara. 

iDi ibagian iini iada ipolitik masalah peperangan iatau isiya>sah 

ih}arbi>yah, iyang imengatur etika berperang, idasar-dasar idiizinkan 

iberperang, pengumuman perang, itawanan iperang, dan igencatan 

isenjata; 

c. Siya>sah ma>li>yah, idisebut ijuga ipolitik ikeuangan idan moneter. 

Membahasisumber-sumberikeuangan negara, pengeluaranidan belanja 

inegara, iperdagangan internasional, ikepentingan/hak-hak publik, 

ipajak, idan perbankan. 

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Siya>sah Dustu>ri>yah 

1. Pengertian iSiya>sah iDustu>ri>yah 

Kata i“dustu>ri‛ iberasalidari ibahasa iPersia. iSemula iartinya adalah 

seseorang iyang imemiliki iotoritas, ibaik idalam ibidang politik maupun 

iagama. iDalam iperkembangan iselanjutnya, ikata ini digunakan untuk 

imenunjukkan ianggota ikependetaan i(pemuka agama) iZoroaster (majusi). 

iSetelah imengalami ipenyerapan ike dalam ibahasa iArab, kata dustu>r 

iberkembang ipengertiannya menjadi iasas idasar iatau pembinaan. iSecara 

iistilah idiartikan sebagai ikumpulan ikaidah iyang mengatur idasar idan 

ihubungan kerjasama iantara isesama ianggota masyarakat idalam isebuah 

negara, ibaik itidak itertulis i(konvensi) maupun iyang itertulis 
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(konstitusi).27 Kata idustu>r isama idengan constituion idalam ibahasa 

Inggris, iatau iUndang-Undang iDasar idalam bahasa iIndonesia.28 

Siya>sah  dustu>ri>yah  merupakan  bagian fiqh  siya>sah yang  membahas 

masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. 29 

Dimana Undang-undang sebagai konstitusi yang mengacu dan 

mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur’an dan 

As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun 

semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Ruang lingkup siya>sah 

dustu>ri>yah ini membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai 

prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang 

berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. 

Fiqh siya>sah dustu>ri>yah dapat dikatakan sebagai ilmu politik 

pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek 

yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist 

serta tujuan syariat Islam. Diikuti dengan perjalanan ijtihad para ulama yang 

terjadi akibat perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh 

persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan. 

Dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara dilaksanakan oleh 

kepala negara yang dibantu oleh para mentri, alat negara, seperti penguasa 

 
27 Ibid.,  22. 
28 iJ. iSuyuthi iPulungan, Fiqh...,40. 
29 Jubair  Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 19-20. 
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daerah, gubenur, hakim dan pengawai yang tersusun dalam berbagai 

lembaga, seperti pengadilan (kehakiman), kementrian dan lain sebagainya. 

2. Ruang LingkupiSiya>sah iDustu>ri>yah 

Ruang Lingkup siya>sah dustu>ri>yah mencakup bidang kehidupan yang 

sangat luas dan kompleks. Persoalan fiqh siya>sah dustu>ri>yah umumnya tidak 

lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran 

maupun Hadis, maqosidu syariah, dan ajaran Islam dalam mengatur 

masyarakat yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan 

masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan 

situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun 

tidak seluruhnya. Fiqh siya>sah dustu>ri>yah dapat terbagi atas:4 

a. Bidang siyasah itashri>’i>yah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, 

perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di 

dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, 

Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya. 

b. Bidang siyasah itanfi>z}i>yah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, 

persoalan bai’ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain 

c. Bidang siyasah iq}}}}ad}a>’i>yah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 

peradilan 

d. Bidang siyasah ida>ri>yah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 

administratif dan kepegawaian 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

25 
 
 

Sementara itu erkenaan idengan ipembagian ikekuasaan idi idalam 

sebuah negaraidalamiIslam, ioleh iAbdul iWahab iKhallaf idibagi menjadi 

tiga bagian, iyaitu:30 

a. Lembaga ilegislatif i(sult}ah itashri>’i>yah), ilembaga iini iadalah lembaga 

inegara iyang imenjalankan ikekuasaan iuntuk membuat undang-

undang; 

b. Lembaga ieksekutif i(sult}ah itanfi>z}i>yah), ilembaga iini iadalah lembaga 

inegara iyang iberfungsi imenjalankan iundang-undang; 

c. Lembaga iyudikatif i(sult}ah iq}}}}ad}a>’i>yah), ilembaga iini iadalah lembaga 

inegara iyang imenjalankan ikekuasaan ikehakiman. 

Pembahasan siya>sah dustu>ri>yah secara umum meliputi konsep 

imamah, khalifah, rakyat, pemerintahan, lembaga negara, kehakiman dan 

lainnya. Sumber- sumber dalam fiqh dusturi terdiri atas:31 

a. Al-Quran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip 

kehidupan masyarakat, dalil-dalil kuli dan semangat ajaran Al-Quran. 

b. Hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan 

Rasulullah Saw. Di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. 

c. Kebijakan-kebijakan   Khulafa   Al-Rasyidin   di   dalam   

mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai

 
30 Imam iAmrusi iJailani, et al., Hukum..., 27-29. 
31 A. Djazuli, Fiqh Siyasah “Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah” 

(Jakarta, Kencana, 2004, 53. 
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 perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan 

pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, 

berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. 

d. Hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi hasil ijtihad 

ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh 

dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah 

terjamin dan terpelihara dengan baik. 

e. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip Al-Quran dan Hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis 

yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat 

kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang 

persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus 

diperhatikan. 

C. Konsep Negara Hukum dalam Siya>sah iDustu>ri>yah 

    Dalam pandangan A. Jazuli mempetakan bidang siya>sah dustu>ri>yah dalam 

persoalan; a) Imamah, hak dan kewajibannya; b) Rakyat, hak dan kewajibannya; 

c) Bai’at; d) Waliyu al ‘ahdi; e).Perwakilan; f). Ahlul Halli waa al Aqdi; dan 

g).Wuzarah dan perbandingannya.32 Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa, 

kajian dalam bidang Siya>sah Dustu>ri>yah itu dibagi kepada empat macam, yaitu: 

1. Konstitusi 

 
32 Sayuti Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran  (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2014), 43. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

27 
 
 

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-

undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, 

sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber konstitusi ini 

adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Pembentukan undang-

undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu 

mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran Undang-Undang 

merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut. 

Misalnya UUD NRI 1945.33 

2. Legislasi 

Legislasi atau kekuasaan legislatif, disebut juga al–sultah al-

tashri’iyyah maksudnya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam 

membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu 

kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah 

kenegaraan. Disamping itu ada kekuasaan lain seperti al-sulthah al-

tanfidziyyah (kekuasaan eksekutif) dan al-sultah al-qadhaiyyah (kekuasaan 

yudikatif). Di indonesia menggunakan model trias politica (istilah ini 

dipopulerkan oleh Montesquieu dari Perancis, dan model kedaulatan rakyat 

yang dipopulerkan oleh JJ Rousseau dari Swiss; suatu model kekuasaan yang 

didasari oleh perjanjian masyarakat, yang membela dan melindungi 

kekuasaan bersama disamping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang. 

 
33 Imam Amrusi Jailani, Hukum  Tata  Negara   Islam..., 25. 
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Tiga kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif yang secara imbang 

menegakkan teori demokrasi. Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat 

dirumuskan sebagai berikut: a). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan 

untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarkat islam 

b). Masyarakat Islam yang akan melaksanakan c). Isi peraturan atau hukum 

yang sesuai dengan nilai dasar syari’at Islam.34 

3. Ummah 

Dalam ensiklopedi Indonesia, istilah ummat mengandung empat 

macam pengertian, yaitu: (1) bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu 

atas dasar imam/sabda Tuhan, (2) penganut suatu agama atau pengikut Nabi, 

(3) khalayak ramai, dan (4) umum, seluruh umat manusia. Dalam piagam 

madinah, pemakaian kata ummah ini mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama organisasi yang diikat oleh akidah Islam. Kedua, organisasi umat 

yang menghimpun jamaah atau komunitas yang beragam atas dasar ikatan 

sosial politik.35 

Dari ayat-ayat Al-Quran dan Piagam Madinah dapat dicatat beberapa 

ciri esensi yang menggambarkan ummah (Islam). Pertama, ummah memiliki 

kepercayaan kepada Allah dan keyakinan kepada Nabi Muhammad sebagai 

nabi terakhir, memiliki kitab yang satu (Al-Quran) dan bentuk pengabdian 

 
34 Ibid, 27-30. 
35 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2001), 180. 
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yang satu pula kepada Allah. Kedua, Islam yang memberikan identitas pada 

ummah mengajarkan semangat universal. 

Ketiga, karena umat Islam bersifat universal. Ketiga, karena umat 

Islam bersifat universal, maka secara alamiah umat Islam juga bersufat 

organik. Persaudaraan dalam Islam tidak berdasarkan hubungan-hubungan 

primordial seperti kekeluargaan, darah dan keturunan. Bahkan Al-Qur’an 

menegasikan hubungan-hubungan tersebut. Dalam surat (Al-Mujadalah, 

[58]:22 Allah menegaskan: 

ِد ااالَّا جاٱاوجااالَلَِّٱبِااامِن ونجاي ؤ اااام اقجو اااتَج ا اااخِرِالۡأٓٱاااماِو ال  ن ااادُّونجاي وج ا ااامج ولج ااالَلَّجاٱااادَاحج جو اۥااوجرجس  ل ن و اااوج اا اكَج
م اءجابجا ا م انجا اأجب اااأجو اااءجه  م اوج اإخِ اااأجو اااءجه  م  اااأجو ااانجه  تجه  شِيرج لج اااعج تجبجااائكِجاأ و  اِٱاااق ل وبهِِم ااافِاااكج انجايمج ال 

ه م ِن ااابرِ وح اااوجأجيَدج ي د اااه  ام  م اوج نَ اااخِل ه  اتج ااامِنااارِيتَج ااات اجج جاٱاااتِهج ا ااالِِيِنجاخج ااار اهج ان ال  ارجضِجااافِيهج
ن االَلَّ اٱا م اعج وا ااه  ن اااوجرجض  لج ااه  اعج م ااالَلَِّٱااابجاحِز ااإنِاَااأجلّج االَلَِّ اٱاااب احِز اائكِجاأ و  ف ال اٱااه  ونجام   ا٢٢االِح 

Artinya: "Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman 
kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-

orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang 

itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah 
orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan 

dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang 

dari Dia. Lalu dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir 

di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah rida 
terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan 

rahmat)-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya 

golongan Allah itulah yang beruntung." (QS. Al-Mujadilah 58: Ayat 

22)36 

Keempat, berdasarkan prinsip ketiga di atas, Islam tidak dapat 

mendukung ajaran kolektivitas komunisme dan individualisme kaum 

 
36 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Sygma, 2005). 
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kapitalis. Kelima, dari prinsip-prinsip di atas, maka sistem politik yang 

digariskan Islam tidak sama dengan  pandangan-pandangan Barat seperti 

nasionalisme dan teritorialisme yang didasarkan pada batasan-batasan 

wilayah, darah, warna, kulit dan bahasa. 

4. Syura dan Demokrasi\ 

Kata syura berasal dari sya-wa-ra, yang secara etimologis  berarti 

mengeluarkan madu dari sarang lebah.37 Sejalan dengan pengertian ini, kata 

syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah mengandung makna 

segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (temasuk 

pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian 

lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.38 Dalam surat 

Ali ‘Imran [3]:159, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan 

musyawarah dengan para sahabat : 

ا جااافجبمِج ِنجاااة ارجح  م  ااالِِتجااالَلَِّٱااام  جه  جو ااال ل اااك نتجاااوج ظًّ ااافج لِيظج ل ال اٱاااغج اااباِقج وا الج و ااامِن ااانفجضُّ الكِج احج
اع اٱفجا ن اااف  م اعج م ااافرِ اتجغ اس اٱاوجاااه  جه  اورِ ااال م اوجشج جاٱااافِاااه  كَّ اااتجاعجزجم ااافجإِذجااارِ ام ال  تجوج ااافج ج اإنِاَاالَلَِّ اٱاااعَج
ِبُّاالَلَّجاٱا يِجال اٱاايُ  ِ كّ  تجوج  ا١٥٩اام 

Artinya : "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. 

Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk 

mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. 
Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 

 
37 Ibn Manzur, Lisan al-Arab (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), Jilid 4, 434. 
38 M. Quraish Shihab, Wawasan al – Qur’an (Bandung: Mizan, 1996), 469. 
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bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang 

bertawakal." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 159).39 

Ayat ini turun berkenaan dengan perisitiwa Perang Uhud yang 

membawa kekalahan umat Islam. Nabi sendiri mengalami luka-luka dalam 

perang tersebut. Ayat ini mengajarkan kepada nabi, dan tentunya kepada 

seluruh umat beliau, agar bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang 

menyangkut kepentingan umat Islam. Dalam hal bernegara tentu ada istilah 

yang disebut dengan lembaga perwakilan  rakyat, adanya lembaga ini untuk 

mewakili rakyat salah satu tugasnya yaitu menampung aspirasi rakyatnya. 

Dalam Islam konsep lembaga perwakilan rakyat dibagi menjadi tiga yakni 

Ima>mah, Ahl Ahlu al - Halli wa al - ’Aqdi , dan wiza>rah. 

5. Ima>mah 

Dalam wacana fiqh siya>sah, kata Ima>mah biasanya diidentikkan 

dengan Khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan 

tertinggi dalam negara Islam. Istilah ima>mah banyak digunakan oleh 

kalangan Syi’ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya 

dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara 

kedua aliran ini dalam memahami ima\mah. Kelompok Syi’ah memandang 

bahwa ima\mah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan 

Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir 

Sunni juga menggunakan terminologi ima\mah untuk pembahasan khilafah. 

 
39 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Sygma, 2005). 
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Hal ini antara lain dilakukan oleh Abu al-Hasan al-Mawardi. Di anatara 

pemikir Sunni modern juga ada yang menggunakan terminologi al-ima>mah 

al - ‘Uzhma> \. 

Penegakkan isntitusi Ima>mah atau khilafah, menurut para fuqaha’, 

mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan 

hukum-hukumnya serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas 

yang digariskan Islam.40 

Dalam konteks saat ini keberadaan ima>mah dapat dikatakan sama 

dengan kepimpinan jabatan-jabatan pemerintahan di Indonesia. Maka dari 

itu untuk mengetahui secara detail maka pembahasan mengenai imamah 

akan diperinci sebagai berikut: 

a. Ahl al - Hall wa al - ‘Aqd 

     Secara harfiah ahl al-h`all wa al-‘aqd berarti orang yang dapat 

memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan 

pengertian ahl al-h`all wa al-‘aqd sebagai orang yang memiliki 

kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama 

umat (warga negara). Dengan kata lain ahl al-h`all wa al-‘aqd adalah 

lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau 

suara masyarakat. Anggota ahl al-h`all wa al-‘aqd ini terdiri dari orang-

orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang 

 
40 Abd al-Qadir Audah, Al - Islam wa Audha’una al - Siyasah (Kairo: al-Mukhtar al-Islam, 1978), 106-

109. 
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antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai 

pemimpin pemerintahan. Al-Mawardi menyebutkan ahl al-h`all wa al-

‘aqd dengan ahlal-ikhtiya\r, karena merekalah yang berhak memilih 

khilafah.41 Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan ahl al-syawkah. 

Sebagian lagi menyebutkannya dengan ahlal-Syu>ra\> atau ahlal-ijma>. 

Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan ahl al-ijtiha>d. 

Namun semuanya mengacu pada pengertian ‚sekelompok anggota 

masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan 

kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup 

mereka. 

b. Wiza\>rah 

     Kata wiza>rah diambil dari kata al-wazr yang berarti al tsuql atau 

berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-

tugsa kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian 

kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya.42 Dalam bahasa Arab 

dan Persia Modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan 

menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. 

D. Pemimpin Jabatan dalam Siya>sah iDustu>ri>yah 

 
41 Fadli Bahri, terjemah Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Fi Al- Wilaayah Ad-Diniyyah (Hukum-Hukum 

Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam) (Jakarta: Darul Falah, 2006), 5. 
42 Hasan Ibrahim Hasan, et al., Al - Nuzhum al – Islamiyah, (Mathba’ah Lajnah Al Ta ’lif Wa Al 

Tarjumah, 1953), 40 
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Ima>mah merupakan suatu kedudukan yang diadakan untuk tugas mengganti 

kenabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Dalam Ima>mah 

juga akan diterangkan mengenai bagaimana syarat untuk menjadi imam, hak 

sebagai imam serta kewajiban sebagai imam. Dalam islam imam dapat juga 

dikatakan sebagai khalifah. Karena ia menggantikan Rasulullah saw. Jika jabatan 

seorang imam (Khalifah) telah resmi diberikan kepada seseorang dengan 

penunjukkan oleh imam yang sebelumnya atau pilihan oleh dewan pemilih, 

seluruh umat tanpa terkecuali wajib mengetahui sifatnya.43 Dalam Al-Qur’an 

telah diterangkan mengenai kedudukan seorang khalifah, imam atau seorang 

pemimpin dalam Qs. al-An’am ayat 165ا yang berbunyi: 

وجا م ااالََِّيٱاااوجه  لجك  عج لج اااجج اخج جاٱااائفِج عجاااضِارۡل  رجفج م ابجع اااوج ك  ابجع اااقجافجو اااضج جج اااض  جب ااات ادجرج ِ م ال  ك  افِااال وج
ا ا م  اءجاتجى اامج بَكجااإنِاَاك  ِيع ااارج ور اۥاوَإِنَه اااعِقجاباِل اٱاااسَج ف   اا١٦٥ارحَِيم  االجغج

Artinya: dan Dialah yang menjadikan kalian khalifa-khalifah (pemimpin-

pemimpin) di Bumi, dan Dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian 

(yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang 

diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaanNya 
dan sesungguhnya Dia maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. Al-

An’am:165). 44 

    Dalam Islam pada masa Rasulullah Saw, beliau telah memerintahkan bagi  

kaum  muslim untuk mengangkat  khalifah.  Sepeninggal  beliau,  khalifah yang 

telah dibaiat inilah  yang akan memimpin kaum muslimin berdasarkan kitabullah  

dan sunnah rosul. Khalifah pula yang akan menerapkan syariat Allah sekaligus 

 
43 Fadli Bahri, terjemah Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Fi Al- Wilaayah Ad-Diniyyah (Hukum-Hukum 

Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam) (Jakarta: Darul Falah, 2006), 5. 
44 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Sygma, 2005). 
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menyebarluaskan islam keseluruh penjuru dunia. Bagi umat muslim, mengangkat 

seorang imam wajib. Hal ini menegaskan hukum sosial yang sudah berlaku 

berabad-abad yaitu setiap masyarakat harus mengangkat seorang pemimpin yang 

mengatur dan menyelenggarakan kepentingan mereka.45 

    Rasullulah Saw juga berwasiat kepada kaum muslim agar jangan sampai 

mereka hidup tanpa memiliki khalifah. Apabila tidak ada khalifah maka tidak 

ada yang harus diperbuat kecuali segera mengangkat khalifah yang baru. 

Khalifah itulah yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan pada masa 

selanjutnya. Menurut para ijma’ ulama menyampaikan bahwa kewajiban 

mengangkat pemimpin meliputi:46 

1. Imam Al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan 

kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. 

Menurut Al Mawardi pengangkatan imamah hukumnya adalah fardu kifayah 

hal ini didasarkan pada ijma ulama dan juga pada realitas sejarah al-

Khulafah al-Rasyidun dan khalifah-khalifah sesudahnya. Baik dari bani 

umaiyah maupun bani abbas yang menjadi lambang kesatuan politik umat 

islam. Pandangan dari al mawardi juga sejalan dengan kaidah ushul yang 

menyatakan ma’la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib yang berarti 

 
45 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 202. 
46 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014), 150. 
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suatu kewajiban tidak sempurna kecuali memalui sarana atau alat. Maka 

sarana atau alat itu juga wajib hukumnya. 

2. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasannya 

wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin. 

3. Ibnu Khaldun lebih tegas mengatakan bahwa menegakkan imamah 

hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syariat pada 

masa para sahabat dan tabi’in. Tatkala Rasulullah saw. wafat, para sahabat 

segera memberi bai’at pada Abu Bakar as-Shiddiq ra dan menyerahkan 

pengaturan urusan mereka padanya. Hal ini berlaku pada setiap zaman.  

    Dari penjelasan di atas jelas menunjukkan kewajiban memilih seorang 

imam baik untuk suatu negara maupun suatu lembaga. Sebuah lembaga 

terutama yang berkaitan dengan pemerintahan wajib memiliki pemimpin yang 

baik sehingga dapat membawa manfaat bagi seluruh aspek yang terkait di 

dalamnya. Cara memilih pemimpin jabatan dalam sebuah lembaga dapat 

disamakan dengan kriteria cara untuk memilih imam karena sama-sama akan 

dijadikan pemimpin. 

E. Syarat Pemimpin Jabatan Menurut Fiqh Siya>sah Dustu>ri>yah 

    Menurut pandangan Al-Mawardi47, menjandi seorang imam atau pemimpin 

mempunyai syarat-syarat yaitu, memiliki kemampuan berijtihad dalam berbagai 

 
47 Fadli Bahri, terjemah Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Fi Al- Wilaayah Ad-Diniyyah (Hukum-Hukum 

Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam) (Jakarta: Darul Falah, 2006), 5. 
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kejadian dan hukum. Artinya pemimpin memiliki kebijaksanaan yang tinggi 

dalam melakukan keputusan, mempertimbangkan kemaslahatan bagi 

masyarakat. Maka dari itu Abu Ya’la juga mengatakan bahwa seorang pemimpin 

harus merupakan orang yang paling utama dalam ilmu dan agama.48 Dan dalam 

ayat Al-Qur’an Allah SWT menegaskan bahwa dalam kaitannya pemilihan harus 

memilih pemimpin yang mampu memimpin dan taat kepada agama Allah, yaitu 

seperti dalam QS.As-Sajdah:24: 

ل ا عج م امِن اانجاوججج ه ااأجئمَِة اااه  ونجايج جمَاارنِجابأِجم اااد  وا  اال بَج  ن وا اااصج كَج  ا٢٤اي وقنِ ونجاااتِنجأجايج أ باِاوج

Artinya : ‚Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-

pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika 
mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.‛ (QS.As-

Sajdah:24)49 

    Persyaratan yang harus dimiliki seorang pemimpin telah diterapkan kepada 

para khalifah, terutama Al-Khulafa Ar-Rasyidun dan khalifah sebelumnya. 

Syarat tersebut pada hakikatnya mengandung dua unsur. Pertama, mengetahui 

secara mendalam mengenai ajaran islam, yakni mengenai islam sebagai akidah 

dan syariah. Kedua, mengenai kebudayaan masyarakat. Seorang pemimpin atau 

imam harus memahami pola pikir dan pola hidup masyarakat yang dipimpinnya, 

sehingga perbedaan budaya yang terjadi merupakan bagian dari hakikat rakyat 

yang dipimpinnya. Kebudayaan merupakan cerminan kemajuan negara, semakin 

 
48 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014), 206. 
49 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Sygma, 2005). 
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tinggi kebudayaan masyarakat akan semakin tinggi pula tingkat 

rasionalitasnya.50 

    Dalam bukunya Muhammad Al-Mubarak juga menegaskan bahwa kreteria 

utama orang yang harus dipilih sebagai imam adalah:51 

1. Orang yang memahami kebudayaan rakyatnya yang pluralistik. 

2. Orang yang akidahnya kuat sehingga tidak mentolerir begitu saja berbagai 

kemajuan kebudayaan yang merusak akidah islam dan ideologi yang islami 

di negaranya. 

3. Kecakapan politik dan administrasi. 

4. Akhlak yang mulia. 

5. Beragama islam. 

6. Laki-laki. 

7. Keturunan quraisy. 

    Seorang imam haruslah orang yang bertanggungjawab. Imam harus 

memiliki pandangan dan pemahaman yang luas tentang kepemimpinan dan 

kehendak rakyatnya. Memiliki kemampuan dan kearifan dalam melihat situasi 

dan kondisi zaman sehingga berhati-hati dalam melahirkan kebijakan dan 

keputusan politiknya. Seorang imam harus mempunyai sikap yang netral dan 

berpatokan pada tujuan syariat islam, yaitu memelihara agama, memelihara 

 
50 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014), 206. 
51 Muhammad al-Mubarok, Sistem Pemerintahan dalam Islam (Jakarta: Pustaka Mantik. 1995), 73. 
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akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta kekayaan.52 

Pemimpin atau imam harus menjadi pelindung masyarakat, teladan sosial, dan 

panutan. Oleh karena itu pemimpin haruslah berakhlak mulia, tidak korupsi, 

tidak dzalim, dan memperkaya diri sendiri. Pemimpin harus menghormati hak-

hak rakyat, bersikap amanah, kesucian hati, istiqomah dan tidak berat sebelah.  

F. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Jabatan Menurut Fiqh Siya>sah 

    Menurut al Mawardi, pengangkatan pemimpin terdapat dua cara:53 

Pertama, seorang pemimpin diangkat melalui lembaga pemilihan Ahl Al-Hall 

Wa Al-Aqd. Kedua, seorang pemimpin diagkat melalui pemimpin yang masih 

berkuasa. Al-Mawardi juga menerangkan bahwa pemilihan tersebut harus 

memenuhi syarat: 54 

1. Adil 

2. Memiliki pengetahuan sehingga dapat menentukan siapa yang layak menjadi 

pemimpin 

3. Memiliki wawasan yang luas dan sikap yang arif sehigga dapat memilih 

calon yang paling tepan dan mumpuni untung mengelola kepentingan umum. 

    Dalam  Hal  Ahl-Al-Hall  Wa  Al-Aqd,  Al-Mawardi  tidak  memberikan 

ketentuan mengenai jumlah calon pemimpin. Tetapi, ia mengakui menganai 

 
52 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 207. 

 
53 Al-Mawardi, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam  (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 12. 
54 Fadli Bahri, terjemah Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Fi Al- Wilaayah Ad-Diniyyah  (Hukum-Hukum 

Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam) (Jakarta: Darul Falah, 2006), 22. 
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keabsahan pemilihan pemimpin melalui lembaga pemilih tersebut. Ia menilai 

bahwa  dengan  proses  seperti  ini  berarti  telah  terjadi  kontrak  mengenai 

pemberian kewenangan secara formal begi seseorang untuk menjadi pemimpin 

yang bertanggung jawab. Tugas dari dewan pemilih ini dimulai dengan meneliti 

persyaratan   para   calon   pemimpin   dan   akan   melakukan   bai’at   untuk 

menjadikannya sebagai pemimpin.55 

    Namun Imam Al-Mawardi juga memberikan pandangan mengenai 

pengangkatan pemimpin ini. Keputusan mengenai pemimpin baru yang telah 

dipilih baru berlaku apabila ada pernyataan kesediaan dari calon tersebut.56 Bagi 

beliau pernyataan tersebut perlu dilakukan dalam proses kontrak antara umat 

dan dewan pemilih. Maka dari itu Al-Mawardi berpendapat jika calon pemimpin 

menyatakan tidak bersedia, maka ia tidak bisa dipaksakan untuk menjadi 

pemimpin. Dan sebaliknya, apabila ia menerima penunjukan jabatan tersebut 

maka dewan pemilih akan melakukan bai’at kepadanya yang diikuti oleh 

masyakat dengan cara mematuhi kepemimpinan baru tersebut.57 

    Dalam hal pemilihan pemimpin, Al-Mawardi berpendapat bahwa apabila 

terjadi permasalahan: pertama, terdapat dua calon yang sama-sama memenuhi 

kreteria dalam pemilihan. Maka untuk penyelesaiannya yaitu calon yang lebih 

tua usianya memiliki hak yang lebih untuk dipilih. Tetapi hal ini bukan menjadi 

 
55 Al-Mawardi, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam  (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 14 
56 Ibid, 21. 
57 Abd Moqsith Ghazali, “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaah 

Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyah”, Profetika ,  Vol. 2, No. 1 (2001), 14. 
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patokan. Kondisi rill-lah yang akan menjadi patokan seperti halnya apabila 

situasi sebenarnya sedang dihadapkan pada ancaman dan instabilitas, pilihan 

akan jatuh pada calon yang memiliki keberanian. Dan apabila situasi nyatanya 

menuntut untuk penyelesaikan masalah mengenai kebebasan berfikir maka, 

pilihan akan jatuh pada calon yang mempunyai intelektual.58 

    Selain mengenai pengangkatan Al-Mawardi juga memberikan pendapat 

bahwa pemimpin yang telah dibai’at dalam melaksanakan tugas kememimpinan 

dapat diberhentikan dengan alasan dasar kepemimpinan tersebut telah 

melakukan penyimpangan dari nilai-nilai moral agama, dan rakyat juga berhak 

menyatakan dan mengajukan mosi tidak percaya. Secara tegas, Al-Mawardi juga 

mensinyalir pemimpin dapat diturunkan dari kekuasaannya apabila ia telah 

keluar dari cita-cita keadilan, hilangnya panca indra, ataupun organ tubuh 

lainnya dan atau tidak cakap dalam bertindak.59 

 

  

 
58 Al-Mawardi, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam  (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 15. 
59 Ibid, 16-19. 
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BAB III 

PENGISIAN JABATAN DIREKTUR KEUANGAN KEBUN BINATANG 

SURABAYA 

 

A. Pejabat Publik 

Pejabat publik menurut UU No. 14 Tahun 2008 adalah orang yang 

ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada 

badan publik.60 Sementara yang dimaksud dengan badan publik menurut UU 

tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang 

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau 

luar negeri.61 

Pejabat publik dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan baik yang 

bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Supaya tugas pelayanan publik 

tetap mencapai hasil maksimal, pejabat publik diberikan kemerdekaan untuk 

bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan permasalahan konkret yang 

harus ditangani secara tepat, sementara terhadap permasalahan itu tidak ada 

 
60 Pasal 1 angka 8 UU No. 14 Tahun 2008. 
61 Pasal 1 angka 3 UU No, 14 Tahun 2008. 
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atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya, dalam hukum 

administrasi negara disebut wewenang bebas (diskresi). Akan tetapi tidak 

pernah ada wewenang bebas sepenuhnya karena dalam hukum modern, 

wewenang yang dimiliki oleh pejabat publik tidak boleh digunakan untuk tujuan 

lain dari maksud diberikan wewenang itu kepadanya. Wewenang bebas yang 

diberikan mengandung suatu kewajiban bahwa pejabat publik harus selalu 

menentukan keputusan yang terbaik untuk menghadapi situasi konkret.62 

Harus juga dipahami bahwa bebasnya sifat wewenang pejabat publik yang 

dituangkan secara legal-formal dalam suatu peraturan, pada dasarnya tetap 

harus berlaku hukum tidak tertulis yang dalam ilmu administrasi negara bisa 

disebut dengan good governance (GG) serta good corporate governance (GCG) 

jika berada dalam ranah pengelolaan suatu badan usaha. 

Dari sudut pandang Hukum Administrasi, konsep good governance 

berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan 

kepentingan umum. Good governance berkenaan dengan penyelenggaraan tiga 

tugas dasar pemerintah, yaitu:63 

1. Menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat (to guarantee the security 

of all persons and society itself) 

 
62 Yopie Morya Immanuel Patrio, Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi  (Bandung: Keni 

Media), 186-187. 
63 Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara 

Peradilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia  (Jakarta:Kencara, 2016), 266  
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2. Mengelola suatu struktur yang efektif untuk sector public, sector swasta 

dan masyarakat (to manage an effective framework for the public sector, 

the private sector and civil society) 

3. Memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya sesuai dengan 

kehendak rakyat (to promote economic, social and other aims in accordance 

with the wishes of the population). 

Sedangkan konsep good corporate governance merupakan prinsip-prinsip 

yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha yang tertuang 

dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan 

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  meliputi:64 

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi 

material dan relevan mengenai perusahaan 

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 

secara efektif 

3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat 

 
64 Pasal 3 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

45 
 
 

4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola 

secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat 

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi 

hak-hak Pemangku 

6. Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan 

peraturan perundangundangan. 

Sementara itu, berkaitan dengan konsep good corporate governance, pada 

tahun 2015 G20/OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development) mengeluarkan new principles mengenai GCG ini, yang juga telah 

diakomodir oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bekerjasama dengan G20/OECD 

dalam merumuskan prinsip-prinsip baru yakni:65 

1. Dasar kerangka tata kelola yang efektif (Groundwork for effective 

governance) 

2. Hak dan perlakuan yang adil untuk pemegang saham dan fungsi kunci 

kepemilikan (Rights and fair treatment for shareholders and key function of 

ownership) 

3. Investor institusi, pasar modal dan perantara lainnya (Institutional 

investors, capital market and other intermediaries) 

 
65 Lihat dalam press release OJK No. SP 98/DKNS/OJK12/2015. 
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4. Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola (Roles of stakeholders in 

governance) 

5. Transparansi dan Keterbukaan informasi (Transparency and information 

disclosure) 

6. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris (Responsibilities of 

directors and board of commissioners). 

B. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 

oleh Daerah.66 Baik BUMD maupun BUMN, merupakan perusahaan yang 

bertolak dari konsep welfare state (Negara kesejahteraan)67 sebagaimana tujuan 

luhur negara, tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 

yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan iku serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan 

sosial. Makna dari kalimat “keadilan sosial” adalah untuk berdiri diantara 

ideologi kapitalisme dan sosialime. 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU/2013, baik 

BUMN, BUMD, atau nama lain, merupakan penyelenggara amanah 

 
66 Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014. 
67 Penjelasan lebih jauh mengenai Negara kesejahteraan lihat dalam RM A.B. Kusuma, “Negara 

Kesejahteraan dan Jaminan Sosial”, Jurnal Konstitusi, No.1, Vol 3 (Februari, 2017), 12. 
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konstitusional dalam pasal 31, pasal 32 dan pasal 33 UUD NRI 1945 adalah 

sebagai kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi 

negara untuk mencapai tujuan negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa atau memajukan kesejahteraan umum.68 Sebagaimana dikonstruksikan 

oleh UUD NRI 1945, rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara 

untuk mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuurstand), 

pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan 

(toetzichthoudendaad) untuk tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

rakyat.69 

BUMD secara prinsipil mirip dengan BUMN, yang memiliki dua fungsi 

pokok, yaitu fungsi komersial, dalam arti mencari keuntungan sebagaimana 

korporasi pada umumnya, dan fungsi sosial, yaitu sebagai perpanjangan tangan 

Negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Perusahaan tersebut dibentuk 

untuk melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi yang memiliki 

tujuan untuk turut membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan 

kebutuhan dan ketentraman rakyat.70 Dengan demikian, sumber-sumber yang 

ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 

nasional secara sehat dan sekaligus untuk mencapai keadilan. Kemajuan 

ekonomi di seluruh wilayah tanah air harus diperhatika keseimbangannya dan 

 
68 Putusan MK No. 48/PUU/2013, 226. 
69 Refly Harun, BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara: Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan 

Pengawasan (Jakarta: Balai Pustaka), 4. 
70 Ibid., 5. 
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dalam pelaksanaan otonomi daerah harus pula dijaga kesatuan ekonomi 

nasional.71 

Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran 

BUMD dalam menopang pendapatan asli daerah (PAD). Otonomi daerah 

mengharuskan adanya otonomi dalam sector ekonomi, tidak hanya otonomi 

sektor politik. Untuk itu, diperlukan landasan hukum yang tangguh yang dapat 

menjadi pijakan atau pedoman BUMD, sehingga dapat berperan sebagai 

lembaga bisnis yang professional, mandiri dan dapat berkiprah serta memenuhi 

tuntutan bisnis domestik dan global.72 Dalam UU No. 23 Tahun 2014, BUMD 

didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:73 

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada 

umumnya; 

2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, 

karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola 

perusahaan yang baik; dan 

3. memperoleh laba dan/atau keuntungan. 

 
71 MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Jakarta: Sekertariat 

Jenderal MPR RI, 2015), 197. 
72 M. Arsyad Anwar, et al., Prospek Ekonomi Indonesia dan Sumber Pembiayaan Pembangunan  

(Jakarta: Gramedia, 1992). 
73 Pasal 331 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014. 
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BUMD sendiri terdiri atas perusahaan umum dan perusahaan perseroan. 

Perusahaan umum daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh 

satu daerah dan tidak terbagi atas saham.74 Organ Perumda terdiri dari Kepala 

Daerah selaku pemilik modal, Direksi dan Dewan Pengawas.75 Sementara itu, 

Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas 

yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% 

(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.76 Organ Perseroda 

terdiri Kepala Daerah selaku pemilik modal, Direksi dan Komisaris.77 BUMD 

berbentuk Persero berimplikasi pengelolaannya tunduk pada UU No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas.  

Perbedaan kepengurusan antara dua bentuk BUMD tersebut hanya terletak 

pada perbedaan istilah pengawas. Pengawas perusahaan untuk perumda 

diberikan pada dewan pengawas, sedangkan untuk perseroda diberikan 

kewanangan pada Komisaris seusai dengan UU Perseroan.78 Selain itu, MK 

mempertegas dalam putusannya Nomor 62/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa 

paradigma pengawasan Negara harus berubah, tidak lagi berdasarkan paradigma 

pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan 

(government judgement rules), melainkan berdasarkan peradigma usaha 

 
74 Pasal 334 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014. 
75 Pasal 335 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014. 
76 Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014. 
77 Pasal 340 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014. 
78 Yudho Taruno Muryanto, Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan dan Penerapan Good Corpora te 

Governance (Malang: Instrans Publishing, 2017), 16. 
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(bussines judgement rules). Sebab kekayaan Negara telah bertransformasi 

menjadi modal usaha BUMN atau BUMD dan pengelolaannya tunduk pada 

paradigma usaha (business judgement rules) dan good corporate government 

(GCG).79 

Perihal kepengurusan serta tata kelola BUMD telah diatur lebih rinci pada 

PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Disebutkan bahwa Kepala Daerah yang 

mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 

dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah (KPM) adalah organ perusahaan 

umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum 

daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi 

atau Dewan Pengawas.80  Sedangkan Direksi adalah organ BUMD yang 

bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan 

BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 

dengan ketentuan anggaran dasar.81 

Sementara itu dalam bidang pengawasan terdapat dewan pengawas untuk 

Perumda dan Komisaris untuk Perseroda, Dewan Pengawas adalah organ 

perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan 

memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan 

 
79 Refly Harun, BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara …, 66. 
80 Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017. 
81 Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017. 
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perusahaan umum Daerah.82 Komisaris adalah organ perusahaan perseroan 

Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 

Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.83 

C. Mekanisme pengangkatan Direksi BUMD Taman Satwa Kota Surabaya 

Kebun Binatang Surabaya (KBS) didirikan pada 31 Agustus 1916 oleh 

Vereening dengan nama Soerabaiasche Planten-en Dierentuin. Namun terhitung 

sejak Juli 2013, pengelolaan KBS makin profesional di bawah koordinasi  

Pemerintah Kota Surabaya sebagai Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS atau 

PDTS KBS.84 

Di dalam PDTS KBS, Direksi merupakan organ perusahaan daerah yang 

bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan daerah untuk kepentingan dan 

tujuan perusahaan daerah serta mewakili perusahaan daerah baik di dalam 

maupun di luar pengadilan.85 Yang dimaksud dengan kepengurusan Perusahaan 

Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai 

maksud dan tujuan perusahaan.86 Jumlah anggota Direksi Perusahaan Daerah 

 
82 Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017. 
83 Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017. 
84 Pemerintah Kota Surabaya, “Paket Edukasi PDTS Kebun Binatang Surabaya”, dalam 

https://surabaya.go.id/id/info-penting/45652/paket-edukasi-pdts-kebun-binata, diakses pada 20 April 

2020 
85 Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012.  
86 Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012. 

https://surabaya.go.id/id/info-penting/45652/paket-edukasi-pdts-kebun-binata
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paling banyak tiga orang dan seorang diantaranya adalah Direktur Utama.87 

Sedangkan PD. Taman Satwa KBS sendiri memiliki tiga anggota Direksi yakni: 

1. Direktur Utama, membawahi Direktur Operasional dan Direktur Keuangan. 

Bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. 

2. Direktur Operasional, membawahi Kepala Departemen di Direktorat 

Operasional. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 

3. Direktur Keuangan dan SDM, membawahi Kepala Departemen di 

Direktorat Keuangan dan SDM. Bertanggung jawab kepada Direktur 

Utama. 

Direksi merupakan organ perusahaan yang memegang peranan penting 

dalam pengelolaan prusahaan. Hal ini karena Direksi merupakan ujung tombak 

yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan secara riil pengelolaan 

perusahaan serta berhubungan dengan pihak internal dan eksternal perusahaan.88 

Oleh karena itu proses pengangkatan dan pemberhentiannya pun tertuang dalam 

peraturan perundang-undangan. Direksi diangkat oleh Kepala Daerah dengan 

Keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan 

Pengawas.89 Badan Pengawas melakukan pemilihan Direksi melalui seleksi 

 
87 Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012. 
88 Yudho Taruno Muryanto, Tata Kelola BUMD …, 63. 
89 Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012. 
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terbuka. Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, wajib untuk memenuhi 

sejumlah persyaratan, antara lain:90  

1. Warga Negara Indonesia;  

2. sehat jasmani dan rohani;  

3. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1);  

4. batas usia Direksi pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 54 

(lima puluh empat) tahun;  

5. memenuhi kriteria keahlian sesuai ketentuan Kementerian Kehutanan, 

integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki 

dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan perusahaan;  

6. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit 

atau tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan 

dinyatakan pailit;  

7. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 

pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  

8. lulus uji kelayakan dan kepatutan;  

9. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Kepala Daerah, anggota Badan 

Pengawas atau anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik garis 

lurus ke atas maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar; dan  

 
90 Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012. 
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10. menandatangani kontrak manajemen sebelum pengangkatannya sebagai 

anggota Direksi ditetapkan.  

Calon Direksi yang lulus seleksi dan/atau calon Direksi yang akan 

diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya diajukan oleh Badan Pengawas 

kepada Kepala Daerah paling lambat 60 hari sebelum berakhirnya masa jabatan 

Direksi yang masih aktif.91 Anggota Direksi dilarang memangku jabatan 

rangkap sebagai Anggota Direksi pada perusahaan lain, baik milik pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah, badan usaha milik swasta dan jabatan lain 

yang dapat menimbulkan benturan kepentingan serta jabatan struktural dan 

fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah.92  

Selain itu, diatur juga jalan keluar jika dalam keadaan vacuum of power 

berkaitan dengan kekosongan posisi Direksi yang mungkin diakibatkan oleh 

keadaan-keadaan diluar keadaan normal. Kepala Daerah dapat menunjuk salah 

satu Direksi yang masih aktif menjadi Direktur Utama atau Direktur sampai 

dengan diangkatnya anggota Direksi yang baru. Jika terjadi kekosongan jabatan 

lebih dari satu anggota Direksi, maka Kepala Daerah menunjuk Pejabat 

sementara Direksi yang berasal dari Direksi yang masih aktif untuk merangkap 

jabatan dan/atau pejabat lain dan apabila terjadi kekosongan jabatan semua 

anggota Direksi, maka pengurusan Perusahaan Daerah dijalankan oleh pejabat 

 
91 Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012. 
92 Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012. 
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yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sampai dengan diangkatnya Direksi yang 

baru. Semua pengangkatan dalam keadaan kekosongan jabatan harus tetap 

mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Badan Pengawas. Kepala Daerah 

diberi limitasi waktu paling lama 120 hari setelah menunjuk Direksi atau 

pejabat wajib mengangkat dan menetapkan anggota Direksi yang baru secara 

definitif.93 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
93 Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2014. 
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BAB IV 

ANALISIS FIQH SIYA<SAH DUSTU>RI>YAH TERKAIT KEKOSONGAN 

JABATAN DIREKTUR KEUANGAN KEBUN BINATANG SURABAYA 

DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 

2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA KEBUN 

BINATANG SURABAYA  

A. Analisis Kekosongan Jabatan Direktur Keuangan K ebun Binatang Surabaya 

dalam Peraturan Daerah Kota Surabya Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya 

Dasar kerangka tata kelola yang efektif menurut good corporate 

governance mengisyaratkan bahwa para corporate rulers dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya masing-masing, harus independen serta akuntabel. 

Governance dari Kebun Binatang Surabaya bermasalah apabila ditinjau, baik 

dari prinsip-prinsip good corporate governance maupun dari sudut pandang 

yuridis formal. Yakni tersentralisasinya beban kepengurusan ganda terhadap 

Direktur Utama, sehingga Direktur Utama harus juga menanggung 

responsibilitas Direktur Keuangan. Hal ini dibenarkan oleh peraturan 

perundang-undangan terkait, didalamnya tetap diatur ketentuan mengenai batas 

waktu maksimum.  Akan tetapi dalam pelaksanaannya hal ini dilakukan secara 

berlarut-larut melebihi batas waktu maksimal, tanpa ada kepastian 
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pengangkatan Direktur keuangan yang baru. Hal ini tentu mempunyai resiko 

munculnya berbagai permasalahan baik secara internal maupun eksternal. 

Dalam suatu perusahaan, jabatan Direksi memilik posisi yang strategis, 

karena secara general jika dilihat dari kacamata teoritis, kepengurusan suatu 

korporasi yang dipercayakan kepada Direksi diklasifikasikan atas dua perbuatan, 

yakni perbuatan beheren dan perbuatan beschikking/van eigendom. Perbuatan 

beheren adalah wewenang murni dari Direksi yang ditandai dengan perbuatan 

yang dilakukan secara kontinyu, sedangkan perbuatan beschikking merupakan 

perbuatan khusus atau istimewa. Kedua perbuatan strategis tersebut melekat 

pada masin-masing Direksi, fungsi satu Direktur dengan Direktur yang lain 

adalah saling menunjang, dengan kata lain, sama-sama penting. Oleh karenanya 

tidak boleh terjadi overlapping dalam menjalankan tiap-tiap tugas dan 

fungsinya, hal tersebut bisa berakibat semakin membesarnya entropi governance 

structure internal perusahaan jika overlapping antar-direksi dibiarkan 

berkelanjutan. 

Secara yuridis, rangkap jabatan memang dimungkinkan oleh Pasal 23 

ayat (1) dan (2) Perda Kota Surabaya No. 17 Tahun 2014, akan tetapi tentu hal 

tersebut tidak boleh dilanggengkan terus-menerus, pada ayat (6) disebutkan 

dengan terang bahwa setelah Kepala Daerah, dalam hal ini Walikota Surabaya, 

menunjuk salah satu Direksi yang masih aktif untuk mengisi kekosongan 

jabatan Direksi terkait. Diberi tenggat waktu maksimum 120 hari untuk dapat 
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mengangkat dan menetapkan Direksi yang baru secara definitif. Aturan tersebut 

merupakan mekanisme kontrol agar tidak terjadi dominasi sentralistik dalam 

BUMD. Rangkap jabatan tanpa batas waktu, selain menganggu performa 

internal BUMD, juga mempunyai resiko menimbulkan konflik kepentingan. 

Secara pengelolaan internal Perusahaan Daerah, hal ini tentu berlawanan dengan 

prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good corporate Governance). 

Peran Kepala Daerah (Walikota Surabaya) mempunyai posisi yang 

paling menentukan dalam menyelesakan krisis ini. Walikota Surabaya harus 

secepatnya mengangkat Direktur Keuangan yang baru, sesuai dengan amanat 

Perda Kota Surabaya No. 17 Tahun 2014. Karena terhitung dari hingga skripsi 

ini ditulis belum ada kejelasan terhadap pengangkatan Direktur Keuangan 

tersebut. Kekosongan jabatan Direktur Keuangan telah terbengkalai sudah 

hampir 3 tahun sejak rekrutmen dan hasil keputusan Badan Pengawas tahun 

2017 lalu, telah jauh melewati batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Perda. 

Maka, bila ditinjau secara hukum, Walikota Surabaya telah melakukan 

penyimpangan norma, serta cenderung membiarkan atau menanggap hal 

tersebut bukan persoalan yang serius. Sikap tersebut secara perlahan-lahan 

dapat menderogasi integritas Kepala Daerah, karena substansi hukum memang 

sudah jelas. 
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Selain itu penting juga peran aktif dari penerapan good corporate 

governance dari dalam perusahaan sendiri, yakni PD Taman Satwa Kebun 

Binatang Surabaya, yang meliputi: 

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksananakan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material yang 

relevan mengenai perusahaan. 

2. Independensi, yaitu keadaan saat perusahaan dikelola secara professional 

tanpa benturan-benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan good 

corporate governance. 

3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung 

jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif 

4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan 

terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat. 

Profesionalisme pengurusan BUMD adalah hal yang perlu dikawal secara 

berkelanjutan. Baik profesionalisme dari Pemerintah Daerah maupun dari organ 

pelaksana BUMD. Ciri Perusahaan Daerah yang sehat adalah memiliki 

transparansi, independensi, akuntabilitas serta pertanggungjawaban yang jelas. 

Profesionalisme pengurusan BUMD sangat diperlukan agar BUMD menjadi 

entitas bisnis dan agen pembangunan yang kuat dan mandiri. Hal tersebut 
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penting agar tidak membuat para pengurusnya terombang-ambing oleh 

intervensi. Harmoni antara government action dengan corporate action harus 

selalu diupayakan dan selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat guna 

menjalankan amanat pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 serta untuk mencapai cita-

cita, arah dan prinsip dalam mencapai tujuan dibentuknya Negara Indonesia 

sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah  terkait Kekosongan Jabatan Direktur 

Keuangan Kebun Binatang Kota Surabaya 

Karakteristik fiqh siyasah dalam kajian-kajian hukum Islam salah 

satunya adalah memiliki sifat yang universal. Rumpun ilmu fiqh ini dapat 

berkembang sesuai karakteristik wilayah dan waktu. Salah satu cabang yang 

bahas dalam skripsi ini adalah siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah sendiri 

terbagi atas 4 cabang, salah satu cabang dari fiqh dusturiyah yang relevan untuk 

dikaji dalam pembahasan ini adalah bidang siyasah tanfiziyah, yang termasuk di 

dalamnya persoalan imamah, persoalan baiah, wizarah, ahlul halli wal aqdi dan 

lain-lain. 

 Mengenai konsep imamah (kepemimpinan) dalam Islam. Jika memakai 

paradigma modern, menurut hemat penulis, konsep imamah ini dapat dipakai 

dalam berbagai macam bentuk, baik yang berkaitan langsung dengan urusan 
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ketatanegaraan maupun yang bukan. Fiqh siyasah merupakan fiqh dengan 

karakteristik sangat dinamis yang dapat menerima ide-ide baru yang progresif 

selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri. Sesuai 

dengan kaidah popular yang diungkapkan oleh Ibn Qayyim al-Jawzi yang 

berbunyi taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah dan kaidah 

al-adah muhakkamah.  

Persoalan pengangkatan imam/khalifah dalam teori ketatanegaraan Islam 

dipandang sebagai persoalan yang paling mendasar. Boleh jadi hal ini 

disebabkan oleh pentingnya posisi kepala Negara dalam kelanjutan hidup sebuah 

Negara. Bahkan menurut al-Syahrastani, begitu pentingnya masalah 

pengangkatan kepala Negara itu sehingga dapat memicu timbulnya berbagai 

perpecahan dalam Islam yang membawa umat Islam terbagi ke dalam beberapa 

golongan. Cara pengangkatan imam/khalifah sepanjang sejarah Islam terbagi 

menjadi dua jenis, yakni pengangkatan berdasarkan nash atau wasiat dan 

pengangkatan berdasarkan syura atau pemilihan. 

Jenis pengangkatan yang pertama dianut oleh kelompok muslim Syiah 

dan jenis kedua dipegangi oleh kelompok muslim Sunni. Menurut konsep Syiah, 

imam/khalifah harus diangkat berdasarkan nash atau wasiat. Tetapi, golongan 

Sunni memandang hadis-hadis tersebut tidak mutawatir sehingga tidak 

memadai untuk dijadikan dalil. Menurut golongan Sunni, pengangkatan 
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imam/khalifah berdasarkan pilihan umat atau yang lazim disebut dengan syura. 

Alasannya adalah: pertama, karena tidak adalnya nash yang qath’i tentang siapa 

pengganti Nabi sebagai imam/khalifah. Kedua, karena prinsip pemerintahan 

dalam Islam adalah berdasarkan syura. Oleh karenanya, jumhur ahlul sunnah 

sepakat bahwa pelaksanaan syura dalam pengangkatan kepala Negara dapat 

ditempuh melalui tiga cara, yakni 

1. Melalui pemilihan bebas yang dilaksanakan melalui musyawarah, tanpa ada 

pengangkatan atau penunjukkan oleh seseorang. 

2. Pengangkatan atau penunjukkan oleh khalifah yang berkuasa terhadap 

sesorang yang bukan keluarganya. 

3. Pengangkatan atau penunjukkan oleh khalifah yang berkuasa terhadap 

beberapa orang, tiga atau lebih yang merupakan tokoh-tokoh terkemuka 

dalam masyarakat untuk selanjutnya dipillih salah satunya menjadi kepala 

Negara. 

Jumhur ahlul sunnah tampaknya mengacu kepada proses pengangkatan 

keempat khalifah pada era Khulafaur Rasyidin. Mekanisme pengangkatan yang 

dipakai dalam pemilihan empat khalifah dilakukan melalu cara yang berbeda-

beda. Pemilihan imam/khalifah Abu Bakar berbeda dengan cara yang dipakai 

untuk memilih imam/khalifah sesudahnya. Sebelum meninggal, Abu Bakar 

sudah mencalonkan Umar bin Khattab. Kemudian pengganti berikutnya oleh 
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Umar diserahkan kepada enam orang sahabat besar. Mereka itulah yang diserahi 

untuk melakukan seleksi siapa di antara mereka berenam tersebut yang cocok 

diangkat sebagai imam/khalifah. 

Dengan demikian, sama halnya seperti pendapat pemikir Islam dari 

Mesir, Husain Haekal yang menyatakan bahwa tidak ada sistem yang tetap yang 

harus dipegangi dalam pemilihan imam/khalifah dalam Islam. Sistem pemilihan 

yang diterapkan pada masa Abu Bakar berbeda dengan masa-masa sesudahnya. 

Dengan kata lain, sistem pemilihan imam/khalifah dalam Islam mengalami 

perubahan mengikuti perkembangan suasana dan lingkungan di sekitarnya atau 

terikat kepada kondisi sosio-historis yang mengitarinya. Karenanya dalam fakta 

sejarah tidak da persamaan antara sistem pemilihan Abu Bakar dan pemilihan 

Umar bin Khattab, begitu juga dengan Ustman bin Affan dan Ali bin Abi 

Thalib. Terlebih lagi tidak ada persamaan antara pemilihan imam/khalifah pada 

masa Khulafaur Rasyidin dan pemillihan imam/khalifah pada periode Umayyah 

dengan Abbasiyyah dan seterusnya. 

Hal tersebut membuktikan bahwa sistem pengangkatan imam/khalifah 

tidak dirinci baik dalam Alquran maupun Sunnah tentang bagaimana seharusnya 

aturan teknis pengangkatan itu berlaku. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan 

pemerintahan, termasuk didalamnya sistem pemilihan imam/khalifah lebih 

banyak digunakan ijtihad. Pintu ijtihad selalu terbuka bagi umat Islam selama 
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masih dalam garis-garis ketaatan (prinsip) kepada Allah dan berpedoman kepada 

ketentuan Rasulullah. Dalam skripsi ini penulis membagi konsep imamah dalam 

dua konteks, yang pertama Imamah dalam konteks Pemerintahan Daerah Kota 

dan yang terakhir dalam ruang lingkup spesifik yakni Perusahaan Daerah.  

1. Imamah Pemerintahan Daerah Kota 

Dalam tata negara Islam modern, imamah tidak lagi dapat dipahami 

hanya sebagai konsep tunggal yang mengacu pada organ eksekutif suatu 

pemerintahan. Karena pada perkembangan umum ilmu ketatanegaraan, 

antara pemerintah, parlemen dan badan kehakiman dalam hal-hal tertentu 

fungsi mereka terdapat persamaan. Seperti dalam pembahasan skripsi ini, 

Kepala Daerah dan DPRD secara bersama-sama menetapkan suatu Perda 

(qanun). Hal ini merupakan aplikasi dari teori ijma’ modern Muhammad 

Shahrour, Dalam teori Shahrour, ijma’ merupakan kesepakatan orang-orang 

yang hidup di masa sekarang dalam majelis perwakilan dan parlemen, bukan 

ijma’ orang-orang yang sudah meninggal, seperti ijma’ sahabat. Karena 

orang yang hidup lebih paham persoalan yang mereka hadapi dan juga lebih 

mengerti bagaimana cara menyelesaikannya daripada para sahabat, tabi’in 

atau para ulama yang telah meninggal. 

Dalam konteks ini, ijma’ adalah kesepakatan manusia modern dalam 

majelis-majelis perwakilan dan parlemen untuk membuat hukum 

berdasarkan syura. Parlemen dan Kepala Pemerintahan secara bersama-
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sama akan menerapkan ijma’ yang telah disepakati itu. Oleh karenanya, 

lembaga-lembaga modern seperti DPRD dan Walikota yang ada di 

Indonesia merupakan lembaga yang diberi otoritas berdasarkan pemilihan 

umum yang bebas serta diberi fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya 

masing-masing merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tata politik 

Islam sehingga konsep ijma’ dapat terwujud. Menurut Shahrour, ijma’ 

merupakan demokrasi dalam tasyri’ dan kebebasan berpendapat dalam 

cakupan batas-batas Allah. 

Demikian halnya, walau Perda (qanun) merupakan produk kedua 

organ tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tiap organ mempunyai 

peran masing-masing, Kepala Daerah melaksanakan Perda, DPRD 

mengawasi pelaksanaan perda. Dalam teori tata Negara modern ini disebut 

dengan istilah checks and balances. Checks and balances merupakan teori 

umum dalam ilmu hukum tata Negara yang menuntut agar antar organ 

(eksekutif, legislatif dan yudikatif) saling mengawasi dan saling 

mengimbangi dan tidak ada yang saling mendominasi antara orang satu 

dengan organ yang lain. Isyarat tentang konsep checks and balances dalam 

ajaran Islam dapat dipahami, antara lain dalam surat al-A’laq (96) ayat 6-7 

yang menyatakan: 

ۤ َ ِاانِاَاكَلّج انجان االّ  جط ااسج ىالج ؕتجغ ااس ااه ارَا اااجن ااا۝غٰ  نٰ     
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“Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena 

melihat dirinya serba cukup”. 

Alquran memperingatkan bahwa manusia sungguh-sungguh akan 

melampai batas apabila melihat dirinya serba berkecukupan. Jika manusia 

merasa dirinya serba cukup (massa, kekuasaan, kekuatan, dan lain-lain), 

rasa serba cukup itu akan cenderung bertindak melampaui batas. Manusia 

akan tergiur sehingga terjatuh pada sifat takabbur (merasa benar) sehingga 

bertindak sewenang-wenang terhdap pihak lain, seperti yang terjadi pada 

diri Fir’aun di dalam surat al-Qashash (28) ayat 38: 

و اوجقجالجفرِ ا اال ان ي ۤعج هج اعجاـاجيُّ لَج مج ِن ات لجـك م المِ امج ِاالِ ام  هٍغجير 

 Dan berkata Fir’aun: ‘Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada“ ى

tuhan bagimu selain aku’” 

Untuk mengantisipasi ketidakterbatasan kekuasaan, maka ia tidak 

boleh diserahkan pada satu tangan/badan kekuasaan saja. Artinya, tidak 

boleh ada monopoli kekuasaan yang terpusat pada satu organ. Hal ini 

penting mengingat kecenderungan manusia yang diberi amanah 

mengendalikan kekuasaan melakukan tindakan yang melampaui batas dan 

sewenang-wenang. Dengan demikian tindak-tanduk imam/khalifah harus 

selalu diawasi oleh ahlul halli wal aqdi, majelis syura/majelis syuyukh. 
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2. Imamah Perusahaan Daerah 

Imamah dalam pembahasan ini haruslah terlebih dahulu dipahami 

dalam ruang lingkup imamah yang lebih spesifik, yakni sebuah perusahaan 

negara diluar konsep imamah dalam ruang lingkup organ utama 

pemerintahan negara. Konsep imamah sistem pemerintahan memiliki 

konsep hukum yang berbeda dikarenakan model kepemimpinan multi-

person dalam tidak dikenal konsep fiqh siyasah.  Walau Direktur Keuangan 

memiliki posisi vertikal dengan Direktur Utama, ia tidak dapat disamakan 

dengan wazir (menteri), karena antara wazir dengan imam/khalifah adalah 

merupakan satu kesatuan, wazir adalah pembantu imam yang tidak punya 

otoritas untuk bertindak atas kemaunnya sendiri, segala tindak tanduk 

wazir harus atas keputusan dan persetujuan imam. Posisi Direktur keuangan 

disini dapat dikatakan sebagai sub-imam dikarenakan ia menjalankan tugas 

dan fungsinya secara mandiri atas amanat sebuah qanun, posisi yang ia 

dapatkan tidak ditunjuk oleh imam (Direktur Utama). Walau bertanggung 

jawab kepada Direktur Utama, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 

Direktur Keuangan tidak dapat diganggu-gugat sepanjang ia 

melaksanakannya sesuai dengan amanat qanun.  

Dalam Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya 

telah diatur mengenai pembagian tugas dan wewenang masing-masing 

Direktur yang dalam bahasa fiqh siyasahnya agar supaya tiap posisi imam 
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dapat berjalan ditas relnya masing-masing. Dalam mengatasi kondisi yang 

sedang dibahas dalam skripsi ini, dimana kosongnya jabatan Direktur 

Keuangan serta posisi, tugas dan wewenangnya untuk sementara waktu 

diambil alih oleh Direktur Utama, yang mana pengambilalihan tersebut 

telah melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Perda terkait. 

Hal tersebut menciptakan tumpang tindih kekuasaan berlarut-larut yang 

dapat memiliki mafsadat yang besar. 

Islam tidak menghendaki ketidakterbatasan kekuasaan, maka ia 

tidak boleh diserahkan pada satu tangan/badan kekuasaan saja. Ini berarti 

tidak boleh ada monopoli kekuasaan yang terpusat pada satu badan. Hal ini 

penting mengingat kecenderungan manusia yang diberi amanah 

mengendalikan kekuasaan melakukan tindakan yang melampaui batas dan 

sewenang-wenang. Konsep ini senada dengan adegium “Power tends to 

corrupt, absolute power corrupt absolutely”. Dalam konteks pengangkatan 

Direktur Keuangan yang baru untuk mengisi kekosongan jabatan, pertama-

tama Alquran memerintahkan untuk melakukan musyawarah seperti 

termaktub dalam QS. Ali Imran (3): 159 dan QS asy-syura (42): 38: 

اورِ ا  م اوجشج جاافِاااه  ارم االّ   

“Dan bermusywarahlah dengan mereka dalam urusan itu” 

اجم ا م اوج و ااار ه  م  ابجي ااىر اش  نجه   
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“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka” 

Dalam fiqh siyasah,  hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama 

harus dijalankan lewat musyawarah. Syura adalah salah satu prinsip Islam 

yang menentang kediktatoran dan sistem pemerintahan totaliter. Ajaran 

musywarah dalam pandangan Alquran tidak hanya menyangkut masalah 

kepentingan bidang-bidang tertentu, seperti politik ketatanegaraan, 

ekonomi, sosial, akan tetapi juga dalam pengelolaan perusahaan, rumah 

tangga, dan lain-lain. Dalam tataran praktek, hal ini telah dilaksanakan oleh 

Badan Pengawas Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang 

Surabaya dalam seleksi pemilihan Direktur Keuangan yang baru. Hanya 

saja Walikota Kota Surabaya tidak segera melantik calon Direktur 

Keuangan yang baru hasil keputusan Badan Pengawas. Dalam fiqh siyasah, 

Imam/khalifah harus tunduk pada konsensus bersama yang dikodifikasi 

dalam bentuk qanun (Peraturan Daerah) yang dibuat bersama dengan ahlul 

halli wal aqdi, majelis syura/majelis syuyukh. 

Dengan demikian, penjabaran diatas menunjukkan bahwa di dalam 

tiap-tiap organiasi, betapapun kecilnya organisasi tersebut, didalamnya 

terdapat kekuasaan yang diatur. Karena pengaturan itu, berarti di dalam 

setiap lini pemerintahan dipastikan terdapat hukum. Kekuasaan tidak boleh 

dikonsentrasikan pada satu orang atau organ saja. Ia harus dibagi pada 

beberapa institusi/departemen/divisi dan setiap lembaga tersebut harus jelas 
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batas kewenangannya. Selain itu, antar lembaga Negara, khususnya 

pemangku kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus terjadi 

keseimbangan dan saling kontrol antar kekuasaan yang biasa dikenal 

dengan istilah checks and balances. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kekosongan Jabatan Direktur Keuangan telah melebihi batas waktu yang 

telah ditetapkan oleh Pasal 23 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 

17 Tahun 2014. Hal ini merupakan penyimpangan jika ditinjau baik secara 

yuridis maupun prinsip good corcporate governance. Kepala Daerah Kota 

Surabaya harus secepatnya mengangkat Direktur Keuangan yang baru. 

DPRD juga mempunyai peran penting dalam menyelesaikan krisis ini, salah 

satu fungsi DPRD adalah pengawasan pelaksanaan Peraturan daerah, sesuai 

prinsip checks and balances. 

2. Dalam fiqh siyasah dusturiyah, setiap organ Negara baik imamah/khalifah 

maupun ahlul halli wal aqdi dalam mejalankan tugas dan fungsinya wajib 

tunduk pada qanun. Dalam kasus ini tindakan pembiaran Walikota dan 

DPRD Kota Surabaya terhadap kekosongan jabatan Direktur Keuangan PD 

Taman Satwa Kota Surabaya adalah bertentangan dengan perintah qanun 

Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2014. Hal ini bertentangan dengan konsep 

fiqh siyasah dusturiyah. 
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B. Saran 

1. Untuk Walikota Surabaya: Walikota Surabaya harus secepatnya 

mengangkat Direktur Keuangan yang baru, sesuai dengan amanat Perda 

Kota Surabaya No. 17 Tahun 2014. 

2. Untuk DPRD Kota Surabaya: Lebih mengoptimalkan fugsi controlling dan 

checks and balances dalam rangka mengawasi pelaksanaan Peraturan 

Daerah. DPRD dapat memberi teguran terhadap Walikota Surabaya 
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